LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR: 2 TAHUN 1996 SERI D NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN

TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang: 4. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna
khususnya yang menyangkut bidang pertanian tanaman pangan
serta sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10
Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Daerah dipandang perlu membentuk
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II

Sukoharjo;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan
. Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan

Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor ‘13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

21

CamScanner

S



' ara : D
penyelengé ot 11 ( Lembaran Negara Republik Indones-

" tentang Pola Organisasi

. Kepu
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5 Tahun 1974 tentang Pok,
.undang Nomo® Lembaran Negara Ii( Dokq

an
Undang . paerah ( )
pemerintaha® & 0o Nomor 38, Tambahan | efnpgb,d
indonesia T nesia Nomor 3037 \

ara Rep
Neg { sah Nomor 45 Tahun 1993 tey

peraturan Pa::rgmmmi paerah dengan Titik Bemt[:z

ambahan  Lembaran "
i esia Nomor 3480 ); B

eri Dalam Negerl nomor 39 'Tahun 1oy

t
. Reputie® s :sasi Dinas Daerah;

alam Negeri Nomor 97 Tahun |y

Menteri D
A Pemerintah Daerah dan Wilayah

tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun (9
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanjy
Tanaman Pangan; 1 —

peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tah

1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertaniz
Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II ( Lembr
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1%
Nomor 11 ).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat D e
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

TINGRATAN DAERAH KABUPATEN DAER
ORGARY SUKOHARIO TENTANG PEMBENTUK
TANAMAN  pac./\TAKERJA DINAS PERTAY
TINGKAT 1 suupiag o ABUPATEN  DA®
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat I Sukoharjo;

b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 1I
Sukoharjo;

c. Bupati Kepala Daerah adalah
Sukoharjo;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Deawan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; ‘

e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertani
Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Daerah Tingkat IT Sukoharjo.

BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

an Tanaman

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

(2)Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
Kepala Daerah .

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
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intah dan atau Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Tengap,
Pemerl

di bidang Pertanian tanaman Pangan.
Pasal 5
arakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peratu;

Daerah ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungs; .

. oan  bahan ~ pembinaan um
5 E:ggil)sanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah ; 7 e .
b. Penyiapan bahan bimbingan tehnis di bidang Pertanian

Tanaman Pangan j
c. Penyiapan bahan p
dengan tugas pokOknya;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan ;
e. Penyiapan bahan pengamanan tehnis sesuai deng
pokoknya;
f. Penyiapan bah#n pelaksaanan pengkajiaan penerapan
tehnologi anjuran di tingkat usaha tani;
g. Penyiapan baharr pelaksanaan urusan tata usala Dinas.
Pertanian Tanaman Pangan;
h. Penyiapan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pertanian Tanaman Pangan .

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Pertanian Tanam .
Maksimal, an Pangan ditetapkan Pola

Untuk menyelengg

emberian ijin dan pembinaan usaha sesuai

an tugas
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(1)Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha; _
c. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
d. Seksi Produksi Hortikultura ;
e. Seksi Penyuluhan ;
f Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan

Tanaman Pangan;
g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
h. Cabang Dinas ;.
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 ( empat) Urusan, sedanglfan
Seksi Produksi Padi dan Palawija,Seksi Produksi Hortikultura,
Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan
tanaman, Seksi Usaha Tani dan pengolahan hasil masing-masing
terdiri dari 4 ( empat) Sub Seksi, adapun Seksi Penyuluhan terdiri
dari 2 ( dua) Sub Seksi. ,

(3)Sub bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi masing-masing
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas

(4)Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana
dimaksut ayat (1) Pasal ini, adalah tersebut dalam lampiran
Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan .

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

Kepala Dinas memimpin Pelaksanaan Tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini .

Bagian ketiga
Sub bagian tata Usaha
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pasal 9
i laksanakan urusa
:an Tata Usaha mempunyai tugas me 0

g:rl;::ﬁ::n kcpegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusap
umum.

Pasal 10 |
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan
Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyal fungsi :

a. Penyusunan rencana, Program = dan pelaporan sena
pembinaan organisasi dan tatalaksana, |

b. Pengelolahan administrasi kepegawaian ;

c. Pengelolahan administrasi Keuangan,

d. Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, sur
dan kearsipan.

Pasal 11

at-menyurat

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
a. Urusan Perencanaan,;
b. Urusan Kepegawaian,
c. Urusan Keuangan;
d. Urusan Umum.

(2)Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
n3asing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian

Tata Usaha.

Pasal 12

(l)lirl:zsan Perencan?an mempunyai tugas melakukan
Eahﬂmlfu}an’ analisis, penyajian data statistik, penyiapan
iairen S{umusan rencana dan program,penyiapan bahan
) Inas, serta menyusun bahan pembinaan organisasi
an tatalaksana, :

2)Un :
()p ;‘;;‘; anKZI;;gawalan mempunyai  tugas melakukan
an  penyusunan rencana kebutuhan dan
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pengembangan pegawai, ~mutasi pegawai serta tata usaha

kepegawaian.

(3)Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
anggaran  pendapatan  dan belanja  Dinas,  mengurus
pembukuan,melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta
mengurus perbendaharaan.

(4)Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat,
kearsipan, rumah tangga dan perlengkapannya.

Bagian Keempat
Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 13
Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan
produksi Padi dan Palawija.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah

ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija :nempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pemantauan,pengadaan, peredaran, dan bimbingan
penggunaan pupuk serta melakukan pengumpulan analisis dan
penyajian data statistik padi dan palawija;

b. Penyiapan bahan penyusunan program,penyaluran benih sebar,
pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan
pengelolaan balai benih pembantu serta bimbingan pemanfaatan
lahan pada petani; |

C. Penyiapan bahan petunjuk operasional demontrasi pengkajian dan
bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan
ekologi lahan.

d. Penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan,

+ percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat .
dan mesin pertanian.

Pasal 15

(1) Seksi produksi Padi dan Palawija terdiri dari:
a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
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: : Benih / Bibit padi dan Palawija;

. g uI': g:ll:ss: Il’:.l;fnuak:;n Paket Teknologi Pa.di dan Pz.ulawija;

¢ Sﬁb Seksi Pengembangan Alat dandieat Pertamani it
(2)Sub seksi- sub seksi Sebagaimana dimaksut ayat (1) Pasal inj,
masing-masing dipimpin
dibawah dan bertanggung
produksi Padi dan Palawija.
Pasal 16
Produksi Padi dan Palawija
an dan menyusun bahan
pembinaan pengadaan, pengedaran dan memberikan
bimbingan penggunaan pupuk serta melakuakn pengumpulan

-an data statistik padi dan palawija;

Benih/ Bibit Padi dan Palawija
mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusut bahan
pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih
tingkat benih sebar,membina dan mengawasi penangkar
benih, mendirikan dan melakukan pengelolahan Balai Benih
Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan kepada

petani.
(3)Sub Seksi Penyiapan Paket d

(2)Sub Seksi Produksi

an Teknologi Padi dan Palawija

pembinaan  operasional demonstrasi, pengkajian dan
bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan
tipe dan ekologi lahan.

(4)Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
g::lngl;(l:aan identifikasi, inventarisasi percobaan dan

jian penerapan serta '
o b p penyebaran prototipe alat dan

. Bagian Kelima
~ Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 17
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tugas melaksanakan sebagian

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai X
binaan produksi

tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pem
Hortikultura. -
Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan

Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pemantauan, pengadaan,peredaran dan bimbingan
penggunaan pupuk serta melakukan pengumpulan dan analisis data

statistik hortikultura ;
b. penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar,
gkar benih, pendirian dan

pem
pengelolahan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan

lahan kepada petani;
penyiapan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi,
pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai

dengan tipe dan ekologi lahan;

d. penyiapan bahan penyusunan
tentang pemanfaatan dan penye
petani.

program, pembinaan, bimb'mgan
barluasan tanaman bergizi kepada

Pasal 19

(1) Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :
a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;
b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura ;
c. Sub Seksi Produksi Benih /Bibit Hortikultura ;
d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

(2)Sub seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Qeksi Produksi Hortikultura.

' Pasal 20
(1)Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas
bahan pembinaan, pengadaan ,

mengumpulkan dan menyusun
peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk serta melakukan
pengumpulan dan analisis data statistik Hortikultura.
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et T%L;-;lologin yimm
Seksi lkan S :
(2)Sub yai tugas mengurmp 2nal demonstrast, pengkajian

. produksi Benily/ Bib! Hortikultura mempunyaj
an menyusul b :
yusun program yaluran benih sebar,di;;fm mgz
] ; an
pen anawasan penangkar benih, = PeOn iarram
—"r Balai Benih Pembantu Serta imbing

(4)Sub Seksi Pem
mempunyai tugas menyusun
binaan pemanfaatan dan
bergizi kepada petani.
Bagian Keenam
Seksi Pepyuluhan

Pssal 21

Seksi - Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang Pembinaan

Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan.
Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 21 Peraturan

Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

a. penyiapan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem
kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi,

b. penyiapan bahan perencanaan, pendayagunaan dan

bimbingan ketenagaan penyuluhan;
C. penyiapan bahan  bimbingan  dan embanga”
kelembagaan petani; g s ; |

; tmbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
| g;g)l;l_apan ’ perencanaan, pengadaan, penyebaran dan
Ingan pengembangan materi penyuluhan
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Pasal 23

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari : : -
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

(2)Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 24

(1)Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian tanaman
pangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan,
penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor
penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan
bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan,;

(2)Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas
menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga
Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana
penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan
serta memberikan pelayanan teknis serta amdinistrasi kepada para
penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani,

'penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan

dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

4 Bagian Ketujuh
Seksi rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan
Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman
Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian
Tanaman Pangan di bidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan
dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.
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Pasal 26
tersebut pada Pasal 24 Peratyr,,

arakan tugas .
e Pengembangan dan Perlindung,,

ksi Rehabilitasi,
mpunyai fungst :

Untuk menyel
Daemh ini, Se
Tanaman Pangan me
penetapan uang, pemberian ijin

ahan perencanaaﬂ,
anaan dan perumusap

unaan tanah, pelaks
mbinaan/ bimbingan prakiraan dan

ata guna air;
inaan/ bimbingan prakiraan serangan

a. penyiapan b
usaha penge
investigasi;

b. penyiapan bahan pe
pengkajian iklim serta t

c. penyiapan bahan pemb
OPT; ‘

d. penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan,
penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta
sarana perlindungan tanaman pangan. '

Pa-al 27

(1)Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan

Tanaman Pangan terdiri dari :
2. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan ;.

b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna air ;
c. ‘Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan serangan Hama

Tanaman ; _
d. Sub Seksi Pengendalian Hama/ Penyakit,Gulma

Pestisida ; -
(2)_S'fb Selfsi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
(lj{ll, !I)nasmg-masmg dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
RLhagmagsi danP bertanggung jawab kepada Kepala Seksi

’ engembangan Lah :
Tanaman Pangan. & an dan Per lmdungan

Pasal 28

( l)tSuul;SSeksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempuﬂ)’ai
g mengummlkan dan menyusun bahan pembinaa?
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identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan
sumberdaya lahan sesuai agro ekosistem serta melakukan
pengumpulan analisis dan penyajian data statistik penggunaan

tanah.

(2)Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan
bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air.

(3)Sub Seksi Monitoring dan Prakiraaan Serangan Hama Tanaman

mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan
melakukan monitoring,, bimbingan, pengawasan dan prakiraan

serangan organisme pengganggu tanaman serta melakukan

pengumpulan dan analisis data statistik organisme penggangu

(4)Sub Seksi Pengendalian hama/ Penyakit,Gulma dan Pestisida
mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan,
melakukan bimbingan, pengendalian opersional, pelayanan
informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman

pangan.

Bagian Kedeiapan
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil

Pasal 29

Seksi Usaha Tani dan ‘Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan
di bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian
tanaman pangan.
Pasal 30 ‘ _

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 29 Peraturan
I_)aerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan hasil mempunyai tugas :
a. penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
b. penyiapan bahan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan

ketenagakerjaan ;
C.
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tapan t
. ah erencanaan, Penc ata
enyiapan b dan perumusan j
. e saha elaksanaarl K San inyg,,.
jin usa 2 Jaksana usaha tani ; e;?é‘:

enerapan tata
pasca panen dan peng"lahi

Pasal 31

i Usaha Tani dan Pengolahan Hasil t
rmasi Pemasararn ;
umber Daya ;

erdiri dari :

(1) Seks
a. Sub Seksi Info
b. Sub Seksi Pemanfaatan S

c. Sub Seksi Agri Bisnis ;
d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil ;

(2)Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Py
ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala y
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kep,
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil. '

Pasal 32

(1)Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai
Hn:;naiuukmpulk.an dan menyusun bahan pembinaan tsueia
an pengumpulan,
informasi pasar. i i
(2)Sub Seksi Pemanfa
atan Sumber Da i
. ya mempun
melg;gclukunpuma-n dan  menyusun  bahan ; (-':ya;)'tuga
X an mventarisasi dan  analisj s o
pengembangan ketenagakerjaan a5
(3)Sub Seksi Agribisnis m ai
Meayius Cmpunyai tugas men
un bahan i i gumpulkan dx
pengolahan data informas: , melakukan penyedian
rmasi serta i ?
pemberian dan pengawast
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Bagian Kesembilan
Cabang Dinas

Pasal 33

' Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria
Menteri Dalam Negeri . :

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

yang ditetapkan oleh

Pasal 34.
(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur
pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
(2)Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 35 : 37

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. _

- Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36 ‘ : RAEIR PR

(1)Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis
Pertanian Tanaman Pangan di bidang keahlian masing-masing .

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)
Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua
kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang

bersangkutan .
Pasal 37

- (1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
36 Peraturan Daerah ini, dapat dibagi kedalam Sub - sub kelompok
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an dan masing-masing dipimpln 3
§

an kebu '
D ga ﬁmgsional senior.
a Fungsional ditentukan

cesuai de

seorang tend

(2)Jum|ah Tenag
dan beban ked

al dilakukan gq,

p enaga fungsion
undangan yang berlaku.

berdasarkan sifat j%

aan terhada !

peraturan perundang”
BABY

TATAKERJA

(3)I’cmbin
dengan

Pasal 38

Dinas Pertanian Tanaman Pang,
Kelompok Jabatan Fungsional g,
an prinsip koordinasi,integrasi ¢
un antar Satuan Organisasi sey,

Dalam melaksanakan tugas,
Unit Pelaksana Teknis Dinas,
Cabang Dinas wajib menerapk
sinkronisasi baik didalam maup
dengan tugas masing-masing. .
Pasal 39
( I)Ke;?flla Dinas melaksanakan tugasnya  berdasatk
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah
(Z)Kepal'fl D.inas diwajibkan memberikan petunjuk meml;'
n;lenn[l)bnnbmg dan mengawasi pekerjaan un;ur urle
pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkung:
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Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur

lebih lanjut oleh Bupaii Kepala Daerah sepanjang mengenai

pelaksanaannya .
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .
Agar  supaya setiap orang mengetahuinya  memerintahkan

pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I ‘ SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA
ted : ttd
SOEBENI Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubemnur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah
Tanggal: 3 Nopember 1995 No : 188.3/339/1995
An: SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj Kepala Biro Hukum,

ttd

SUTJI ASTOTO, SI
Penata Tingkat |
NIP: 010088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 2 Th. 1996 Seri D.No.2

Pada tanggal : 3 Januan 1996
Sekretaris Wilayah/Daerah

(d

Drs. SRIHARDONO
Pembina Tk. |
NIP. 010071319
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